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Recently, the Islamic banking grew up significantly. In Barabai, many the Islamic 
banks has been established and operated. The study focused on the perception of Islamic 
society toward the sharia compliance practices in Barabai district. The objective is to 
highlight their perception on it based on the financial reporting, product, services, GCG 
and environment focus with 5 sharia compliance approach. The contract, maqashid sharia, 
halal-haram, documentation and financial reporting. The study involved the different 
society like the lecturer, student, state- owned employee, civil servant, trader, etc. as the 
respondents. The primary data’s are used by the questionnaire, while the secondary data’s 
are literature survey. The sample is consisting of 114 respondents with random sampling. 
The respondents are chosen by accidental sampling. The study found that the perception of 
the societies toward the sharia compliance practices in the Islamic banks in Barabai is 
neutral with the average score 3.39. 
 




Perkembangan perbankan syariah hingga saat ini menunjukkan pertumbuhan yang 
menggembirakan, baik jaringan maupun volume usaha, dibandingkan dengan pertumbuhan 
bank konvensional. Fenomena ini menjadi penggugah kesadaran bahwa konsep perbankan 
syariah bukan sebuah konsep yang hanya mampu berdiri di tingkat konsep saja namun 
telah mampu membuktikan di tataran praktek. Hal ini semakin terbukti dari perkembangan 
Bank Syariah hingga akhir Desember 2013, menunjukkan perkembangan yang sangat 
berarti. Sejak awal kemunculan pada tahun 1992 hingga saat ini bank syariah sudah 
mencapai 11 
Bank  Umum  Syariah  (BUS),  23  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dan  163  Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jaringan kantor sebanyak 2.793 kantor. 
Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Tabel 1 terlihat pada awal 
kemunculannya yang hanya satu yaitu Bank Muamalat sendiri. Namun 5 tahun kemudian 
mengalami perkembangan dengan kehadiran Bank Syariah Mandiri dan satu bank syariah 
baru pada tahun 2004 yaitu dengan berdirinya Bank Mega Syariah. Sampai dengan tahun 
2007, jumlah bank umum syariah yang berdiri di Indonesia masih belum berubah. Hingga 
akhirnya lonjakan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2008, 2 BUS menambah deretan 
Bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank Panin Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Selain 
itu, pada 2008 pula telah berdiri 27 UUS dan 131 BPRS. Tahun 2009, Indonesia telah 
mempunyai 9 BUS, yaitu bertambanya BRI Syariah, 25 UUS dan 138 BPRS. Hingga 









Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Tahun 1998-2013 
 
Tahun BUS UUS BPRS 
1998 1 - 76 
2003 2 8 84 
2004 3 15 88 
2005 3 19 92 
2006 3 20 105 
2007 3 25 114 
2008 5 27 131 
2009 6 25 138 
2010 11 23 150 
2011 11 24 155 
2012 11 24 158 
2013 11 23 163 
             Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2013 
 
Pembiayaan  mencapai  peningkatan  hingga  s enilai  Rp  183.534  milyar  dan  
Rp184.122  milyar.  Jika  dilihat  dari  rasio  pembiayaan  yang  disalurkan  dengan 
besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dinyatakan dengan nilai Financing to Deposit 
Ratio (FDR), maka bank syariah memiliki rata-rata FDR sebesar 95,38%. Berikut 
perkembangan dan kinerja bank syariah di Indonesia yang dijelaskan pada Tabel 2. 
 
Tabel 2 
Indikator Kinerja Utama Perbankan Syariah (dalam Miliar Rupiah) 
 










66,090   97,519   145,467   195,018 
52,271   76,036   115,415   147,512 
46,886   68,181   102,655   147,505 
89.70%   89.67%   88.94%   100.00% 







Perkembangan BUS yang sangat signifikan tersebut memang dinilai sebagai 
prestasi yang cukup baik, di samping itu kenaikan asset BUS dari tahun ke tahun juga 
sangat menggembirakan. Akan tetapi perkembangan ini semestinya juga didukung oleh 
cerminan operasional BUS yang memegang teguh prinsip-prinsip syariah Islam.  Hal ini 
tidak dapat dipungkiri, karena pendirian bank syariah merupakan suatu indikasi akan 
kemudharatan sistem bunga atau riba yang diharamkan dalam Islam dan secara tegas 
dalam fatwa MUI (16-12-2003) telah mengukuhkan tentang haramnya bunga pada Januari 
2004. Keluarnya beberapa fatwa MUI tentang ekonomi syariah dan UU No. 21 tahun 2008 
tentang bank syariah, lebih mengukuhkan eksistensi perbankan syariah di tengah proses 
pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah di seluruh nusantara. Sehingga perbankan 
syariah yang memiliki layanan berbasis syariah mampu menambah kepercayaan 
masyarakat.  
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Semakin berkembangnya kepercayaan masyarakat, maka tentunya sangat 
diharapkan masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bank syariah 
yang lebih baik lagi. Hal tersebut diperlukan karena sebagaimana diketahui jumlah 
penduduk yang mayoritas beragama Islam seharusnya bisa mendongkrak pertumbuhan 
bank syariah ini ke depannya semakin lebih baik. Namun, pada kenyataannya berdasarkan 
penelitian Mahamad dan Tahir (2010) menyebutkan bahwa masyarakat masih banyak yang 
memilih bank konvensional. Permasalahan tersebut diidentifikasi dalam cetak biru 
Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia Bank Indonesia (2002) sebagai hal-hal 
penting yang harus diperhatikan dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan 
syariah. 
Hal-hal penting tersebut adalah kerangka dan perangkat pengaturan perbankan 
syariah belum lengkap, cakupan pasal yang masih terbatas, kurangnya pengetahuan 
masyarakat mengenai produk dan jasa perbankan syariah, institusi pendukung yang belum 
lengkap dan efektif, efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal dan 
porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi perbankan syariah yang masih perlu 
ditingkatkan. Terkait kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bank 
syariah, didukung oleh pendapat  Fada dan Wabekwa (2012) yang menyebutkan bahwa hal 
tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi bank syariah terkait produk-produknya, 
pelayanan dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari perbankan syariah. Maka, peran 
pemerintah, ulama, pengurus MUI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sangat penting 
dalam mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat sehingga adanya bank syariah 
mampu mengalihkan persepsi nasabah bank konvensional ke bank syariah. 
Selain itu, berdasarkan penelitian Wahab (2013), menyebutkan bahwa antara 
persepsi, referensi dan sikap yang paling signifikan terhadap perilaku masyarakat muslim 
memilih bank syariah di Makasar adalah referensi. Sedangkan di Medan berdasarkan 
penelitian Ariani (2007) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap bank syariah di 
Medan hasilnya secara signifikan dipengaruhi oleh pelayanan perbankan syariah yang baik 
dan lebih efisien bagi masyarakat. Ahmad dan Haron (2001) di Malaysia juga 
menyebutkan bahwa masyarakat Malaysia akan memilih bank syariah apabila bank syariah 
mampu berkompetensi dalam hal pelayanan dan biaya produk yang lebih efesien.  
Namun setelah diteliti secara mendalam terkait pelayanan perbankan syariah pada 
penelitian yang dilakukan Wardayati (2011) mengatakan bahwa  pemenuhan prinsip 
syariah adalah hal yang terpenting untuk diterapkan karena jasa yang sesuai dengan syariah 
pada bank syariah menambah kepercayaan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kepercayaan masyarakat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah. 
Metawa dan Almossawi (1998), Naser (1999) juga telah menyebutkan bahwa faktor utama 
nasabah mempertahankan hubungannya atau tetap loyal pada bank syariah adalah 
kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Nasabah memutuskan untuk tetap 
mempertahankanbank syariah berkaitan dengan masalah keimanan dan keyakinan 
terhadappengharaman riba bagi umat Islam.  
Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia di wilayah Kalimantan 
Selatan (2005) menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian 
memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan 
konsistensi penerapan prinsip syariah. Kepatuhan dan kesesuaian bank terhadap prinsip 
syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit, hal tersebut menunjukkan 
bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, 
salah satu penyebab rendahnya reputasi bank syariah. Reputasi dalam jangka panjang 
berakibat pada kepercayaan pada bank syariah.  
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Berdasarkan hasil survei dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang 
dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, mengidentifikasikan adanya keraguan 
masyarakat terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah itu sendiri. Padahal salah satu 
pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah shariah compliance. Pilar inilah 
yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Kembali 
pada topik perkembangan bank syariah, di kecamatan Barabai kondisi ini juga mulai 
terlihat bergerak. Jumlah kantor BUS di kecamatan ini pada tahun 2010 masih berjumlah 
satu, akan tetapi pada tahun 2011 muncul KCP bank syariah yang lain yaitu bank 
Muamalat. Hadirnya bank Muamalat di Barabai memberikan indikasi bahwa prospek bank 
syariah bagus di mata masyarakat dan ada kemungkinan bank syariah itu telah diterima 
oleh masyarakat Barabai.  
Tidak hanya sampai di sini, hal itu juga didukung dengan bukti bahwa masyarakat 
Barabai mayoritas muslim. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk berdasarkan gama 
tahun 2010 (Kemenag HST) menyebutkan bahwa masyarakat Barabai yang menganut  
gama Islam sebesar 99,71% dari 49.807 orang, sedangkan 0,10% beragama Protestan, 
0,10% beragama Katolik, 0,02% menganut agama Hindu dan 0,07% beragama Budha. 
Kemudian didukung dengan 22 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Kabupaten 
HST, termasuk kecamatan Barabai. Dengan demikian peluang masyarakat memilih Bank 
Syariah semakin besar selain disebabkan mayoritas pemeluk agama, melainkan Bank 
Syariah mudah diakses. 
Namun,  perkembangan  Bank  Syariah  di  Barabai  tersebut  tidak  sebanding 
dengan   persepsi   masyarakat   Barabai   terhadap   Bank   Syariah   dan   Bank 
Konvensional sehingga membuat persepsi masyarakat Barabai beragam (Banjarmasinpost,  
2013).  Hal  ini  selaras  dengan  penelitian  Wahab  (2013)  di Makassar  dan  Ariani  
(2007)  di  Medan  yang  menyebutkan  bahwa  persepsi masyarakat Makassar dan Medan 
terhadap Bank syariah beragam karena masyarakat  memilih  Bank  Syariah  berdasarkan  
referensi  dan  pelayanan.  Oleh karena itu menurut Harun Ar-Rasyid (Bupati Barabai) 
menyebutkan bahwa perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif dari berbagai pihak supaya 
masyarakat sadar akan pentingnya bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah (sharia 
compliance) (Metro7, 2013). 
Sharia compliance pada bank syariah adalah tingkat kepatuhan prinsip-prinsip 
syariah pada bank syariah. Dengan demikian yang dimaksud dengan penerapan sharia 
compliance  yang ideal pada bank syariah adalah produk-produknya yang syariah, 
operasional, pelayanan, keuangan dan manajemen bank syariah sesuai dengan prinsip 
syariah. Namun penerapan sharia compliance pada bank syariah pada saat ini 
menimbulkan  beragam  persepsi,  baik  negatif  maupun  yang  positif (Banjarmasinpost,  
2013).  Hal  ini  selaras  dengan  penelitian  Wahab  (2013)  di Makassar  dan  Ariani  
(2007)  di  Medan  yang  menyebutkan  bahwa  persepsi masyarakat Makassar dan Medan 
terhadap Bank syariah beragam karena masyarakat memilih Bank Syariah berdasarkan 
referensi dan pelayanan. 
Pada  pokok-pokok  hasil  penelitian  Bank  Indonesia  di  wilayah  Kalimantan 
Selatan (2005) menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian  
memilih berhenti  menjadi nasabah  antara  lain karena  keraguan  akan konsistensi 
penerapan prinsip syariah. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka kepercayaan 
masyarakat terhadap bank syariah akan semakin menurun. Sama halnya pada masyarakat 
Barabai, meski kehadiran bank syariah sudah ada namun belum menunjukkan persepsi 
yang baik terhadap bank syariah sendiri. Sedangkan diketahui bahwa masyarakat Barabai 
mayoritas beragam Islam sehingga hal ini sangat menjadi perhatian. 
Hal inilah menjadi inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan 
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu bagaimana persepsi masyarakat 
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terhadap penerapan sharia compliance pada Bank Syariah di Barabai yang dilihat dari 
laporan keuangan, produk, pelayanan, Good Corporate Governance (GCG) dan 
lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui persepsi masyarakat terhadap penerapan sharia compliance pada Bank Syariah 
di Barabai yang dilihat dari laporan keuangan, produk, pelayanan, Good Corporate 
Governance (GCG) dan lingkungan. 
 
2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 
Persepsi Masyarakat 
  Sulistomo (2012: 44) mengatakan bahwa persepsi merupakan andangan seseorang 
terhadap peristiwa, objek, serta manusia. Berdasarkan Kotler (2010: 51) mengemukakan 
bahwa persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan  
menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran 
keseluruhan yang berarti. Selanjutnya  terkait masyarakat, dalam istilah  bahasa  Inggris 
adalah society manusia dapat mempunyai  prasarana  mela berinteraksi. Dengan 
demikian,adanya kumpulan atau pengelompokan masyarakat berdasarkan interaksi 
manusia dan nilai sosial yang berlaku. Maka persepsi masyarakat adalah sebuah proses 
dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, 
memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dan menjadi perhatian dari 
lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini adalah persepsi 
masyarakat terkait penerapan sharia compliance pada bank syariah di kecamatan Barabai. 
Agar penelitian ini mudah dipahami, berikut pemaparan terkait penerapan sharia 
compliance pada bank syariah.. 
Secara  umum,  fungsi  kepatuhan  (compliance)  melakukan  tugas  pengawasan 
yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional 
bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan 
syariah non-bank (koperasi jasa keuangan syariah). Selanjutnya terkait kepatuhan syariah 
(sharia compliance), Fatema (2013) menyebutkan bahwa sharia compliance adalah salah 
satu elemen tata kelola perusahaan (Good CorporateGovernance) yang diimplementasikan 
pada institusi syariah dan yang membedakan dengan GCG pada institusi konvensional. 
Berkaitan dengan bank syariah, menurut MIFC (Malaysia International Islamic 
Financial Center) (2014) menyebutkan bahwa bank syariah perlu menerapkan sharia 
compliance agar masyarakat dapat membedakan antara bank syariah dan bank 
konvensional. Selain itu, penerapan sharia compliance menjadi penting dikarenakan 
meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa produk berbasis syariah tidak hanya 
menawarkan alternatif yang lebih aman, tetapi juga memiliki etika bisnis yang adil, bersih 
dan transparan sehingga Non-Muslim pun ikut tertarik dan sadar pentingnya entitas atau 
bank yang berbasis syariah. 
Mikail dan Arifin (2013) menyatakan bahwa kepatuhan syariah dapat dilihat 
dari pendekatan halal-haram (halal & haram code approach), pendekatan akad (aqad 
approach), pendekatan dokumentasi legal (legal documentation apparoach), pendekatan 
maqasid syariah (maqasid al-shariah approach) dan pendekatan laporan keuangan 
(financial reporting approach). Hal ini didukung Rosly (2008) yang menjelaskan bahwa 
urgensi penerapan kepatuhan syariah (sharia compliance). Namun, penerapan sharia 
compliance pada bahwa terjadi penurunan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip 
syariah. Berdasarkan survei dan penelitian mengenai preferensi masyarakat yang dilakukan 
oleh  Bank  Indonesia  bekerja sama dengan  lembaga  penelitian perguruan  tinggi 
ditemukan adanya keraguan masyarakat terhadap kepatuhan syariah oleh bank syariah.  
Komplain  yang  sering  muncul  adalah  aspek  pemenuhan  kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip syariah (shariah compliance). 
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Sehingga  untuk  menjamin  teraplikasinya prinsip-prinsip  syariah  di  lembaga 
perbankan, maka elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan 
pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran   
yang   dilakukan   oleh   Dewan   Pengawas   Syariah   (DPS)   adalah   untuk memastikan 
bahwa operasional institusi syariah, dalam hal ini bank syariah memenuhi prinsip syariah 
(Agustianto, 2011). Sebelumnya, hal ini telah didukung dengan Surat Keputusan Dewan 
Pimpinan MUI    tentang    Pembentukan    Dewan    Syariah    Nasional    (DSN)    No.    
Kep-754/MUI/II/1999 yang menjelaskan bahwa DPS melakukan pengawasan secara 
periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, DPS 
berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada 
pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, DPS melaporkan perkembangan 
produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN 
sekurang-kurangnya dua kali dalam satu anggaran dan DPS merumuskan permasalahan-
permasalahan yang memerlukan pengawasan DSN. 
Selain adanya fatwa DSN yang diamanahkan kepada DPS, berbagai pengaturan 
dalam undang-undang maupun PBI sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan 
perbankan  syariah  di  Indonesia,  seperti  Undang-Undang  No.  21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integrative mengatur perbankan syariah 
di Indonesia. Secara khusus, kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan 
oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 
tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 
Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011. 
Oleh karena itu, Sukardi (2012: 1-17) menyebutkan bahwa penerapan sharia 
compliance juga harus diperankan oleh seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam 
lembaga, yang terdiri dari Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan di Bank 
Islam, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko 
kepatuhan. Kepatuhan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  yang  dilaksanakan oleh 
seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (top-down). Dengan demikian, adanya 
tanggung jawab DPS dan keaktifan dari berbagai elemen perbankan syariah dalam 
penerapan sharia complianceberdasarkan UU, PBI, maupun fatwa DSN-MUI, maka hal ini 
mengindikasikan bahwa penerapan  sharia complince pada bank syariah dapat dilihat dari 
pemaparan laporan keuangan, produk, pelayanan, tata kelolaan, kepedulian lingkungan 
maupun kegiatan operasional lainnya. Berikut penjelasan beberapa indikator yang telah 
disebutkan. 
 
Good Corporate Governance (GCG) 
Good Corporate Governance (GCG) adalah pengaturan dan hubungan institusional 
yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan (Lewis dan Algaud, 2001, hlm.   
200).   Ketentuan   pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia  Nomor 8/4/PBI/2006 tentang 
Pelaksanaan Good Corporate Governancebagi Bank Umum, disebutkan bahwa Good 
Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan  prinsip-prinsip  
keterbukaan (tansparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 
(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 
Dalam   pedoman   good   corporate   governance   perbankan   Indonesia   yang 
dikeluarkan oleh KNKCG terdapat 5 prinsip dalam pelaksanaan good corporate 
governance, yaitu (1) keterbukaan (transparency), (2) akuntabilitas (accountability), (3) 
tanggungjawab (responsibility), (4) independensi (independency) dan (5) keadilan 
(fairness). Dalam penelitian ini, indikator GCG mengacu pada Wardayati (2011). 
Demikian penjelasan Good Corporate Governance (GCG) pada bank syariah. Berikut 
penjelasan kepedulian bank syariah terhadap lingkungan 
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3. Metode Penelitian 
Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
survei. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat umum, baik nasabah 
ataupun bukan nasabah bank syariah yang terdiri dari Akademisi (Dosen dan Mahasiswa)  
dan  masyarakat  umum,  baik  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  Ibu Rumah Tangga, 
pedagang dan lainnya. Selanjutnya, indikator-indikator penelitian beserta beberapa 
pernyataan mengacu pada penelitian terdahulu di antaranya laporan keuangan (Hammed et. 
al, 2003), produk (Suparno, 2009), pelayanan (Othman & Owen, 2001), GCG (Wardayati, 
2011) dan lingkungan (Hanifa (2002), Septy & Suryo (2012). Demikian acuan indikator-
indikator dalam penelitian ini, namun ada beberapa butir pernyataan yang disesuaikan 
dengan keadaan dan pemahaman masyarakat di kecamatan Barabai dan menggunakan 
pendekatan-pendekatan sharia compliance berupa pendekatan akad (A), pendekatan 
dokumentasi (D), pendekatan halal-haram (HH), pendekatan maqashid syariah (Mq) dan 
pendekatan laporan keuangan (LK) berbasis syariah. 
 
Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 
responden melalui survei dengan pembagian kuesioner. Selanjutnya, sampel penelitian 
menggunakan metode random sampling. Dalam menentukan calon responden sebagai 
sampel, pada survei ini digunakan accidental sampling (Sumarni dan  Wahyuni,  2006,  
hlm.78).  Penentuan  jumlah  responden  ini  mengacu  pada rumus solven  (batas 
minimal)  dari populasi  yang  ada (Umar,  2003,  hlm.  141). Meskipun  hasil  sebenarnya  
dalam  rumus  solven  diperoleh  99,79  atau  100 responden dari jumlah penduduk Barabai 
sebanyak 49.807 jiwa. Berikut penjelasan jumlah kuesioner yang dipergunakan pada table 














31 orang (21%) 5 orang (3%) 114 orang 76%) 
     Sumber: Diolah sendiri, 2014 
 
Teknik Analisis Data 
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  uji  persepsi  dilakukan 
dengan mengelompokkan jawaban responden masing-masing dengan kriteria skala 1 
sampai 5 (Umar, 2005: 71). Hasil nilai skor rataan kemudian ditentukan skala tiap 
komponen dengan menggunakan rumus rentang skala (1-5). Nilai skor rataan yang 
didapat  adalah  sebesar  0,8. 
 
4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
Demografi Responden 
Setiap responden mempunyai demografi yang berbeda. Untuk itu perlu 
dilakukan pengelompokan  dengan  demografi  tertentu.  Adapun  demografi  yang  
digunakan dalam penelitian ini adalah kategori jenis kelamin, umur, status, pekerjaan, 
pendidikan terakhir dan pengeluaran per bulan. Berikut ini hasil pengelompokan responden 
berdasarkan kuisioner yang telah disebar. 
Pertama,  responden  yang  terpilih  dikelompokan  berdasarkan  jenis  kelamin 
terdapat dua kelompok yaitu perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, responden yang 
mempunyai jumlah terbanyak berdasarkan jenis kelamin adalah pria dengan jumlah 
sebanyak 65 orang atau 57 % dari seluruh responden yang terpilih. Sedangkan responden 
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yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 49 orang atau 49% dari keseluruhan 
responden. 
Kedua, responden dibagi dalam lima kelompok usia yaitu kelompok usia kurang 
dari 25 tahun, kelompok usia 25-30 tahun, kelompok usia 30-35 tahun, kelompok 35-40 
tahun dan kelompok usia lebih dari 40 tahun. Responden yang mempunyai jumlah 
terbanyak berdasarkan umur responden adalah responden yang berusia lebih dari 40 
tahun sejumlah 38 orang atau 33% dari keseluruhan responden, responden yang berusia 35-
40 tahun sejumlah 16 orang atau 14% dari keseluruhan responden. Selanjutnya, responden 
yang berusia 30-35 tahun sejumlah 18 orang atau  16%  dari  keseluruhan  responden,  
responden  yang  berusia  25-30 tahun 
Ketiga, responden dibagi dalam dua kelompok yang belum menikah dan sudah 
menikah. Responden yang memiliki jumlah terbanyak berdasarkan status adalah responden 
yang telah menikah sejumlah 64 orang atau 56% dan responden yang belum menikah 
sebanyak 50 orang atau 44% dari keseluruhan responden. 
Keempat, pada demografi pekerjaan ini responden dibagi dalam enam kelompok yaitu 
kelompok yang berprofesi sebagai dosen, mahasiswa, PNS, ibu rumah tangga, pedagang 
dan lainnya. Proporsi pekerjaan responden yang paling dominan berdasarkan pekerjaan 
adalah responden dari mahasiswa sebanyak 32 orang atau 28%  dari  total  keseluruhan  
responden.  Selanjutnya,  disusul  oleh  pihak  PNS sebanyak 27 orang atau 24% dari 
keseluruhan responden,   responden dari para pedagang memperoleh urutan ketiga yaitu 
sebanyak 21 orang atau 18%, responden ibu rumah tangga sejumlah 16 orang atau 14% 
dari keseluruhan responden, dosen sebanyak 14 orang atau 12% dari keseluruhan 
responden dan profesi lainnya sebanyak 4 orang atau 4% dari keseluruhan responden. 
Kelima,   peninjauan   dari   hasil   survei   menyebutkan   bahwa   responden 
berdasarkan demografi pendidikan yang terkahir terbagi dalam delapan kelompok yaitu 
kelompok responden yang tidak bersekolah, responden yang berpendidikan SD, 
SPM/MTs, SMA/MA, D3, S1, S2, dan S3. Responden yang mempunyai jumlah terbanyak 
berdasarkan demografi pendidikan adalah responden yang memiliki pendidikan SMA/MA 
sebanyak 52 orang atau 46% dari keseluruhan responden, responden yang memiliki 
pendidikan S1 sebanyak 27 orang atau 24% dari keseluruhan responden. 
Selanjutnya, responden yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 13 orang atau 
11,4%  dari  keseluruhan  responden,  responden  yang  memiliki  pendidikan  S2 
sebanyak 12 orang atau 10,6% dari keseluruhan responden, responden SMP dan SMA 
berjumlah masing-masing 4 orang atau 4% dan terakhir responden yang tidak bersekolah 
sebanyak 2 orang atau 2% dari keseluruhan responden. 
Keenam, responden berdasarkan demografi pengeluaran dibagi dalam lima kelompok 
yaitu kelompok responden yang memiliki pengeluaran belanja bulanan kurang dari 1 juta, 
pengeluaran responden 1-2 juta, pengeluaran responden 2-3 juta, pengeluaran responden 
3-4 juta dan pengeluaran responden yang melebihi dari 5 juta.  Responden yang memiliki 
jumlah terbanyak berdasarkan pengeluaran per bulan adalah responden yang memiliki 
pengeluaran kurang dari 1 juta sejumlah 33 orang atau 29% dari keseluruhan responden. 
Hal tersebut terjadi pula pada kelompok yang mempunyai pengeluaran 1-2 juta yakni 33 
orang atau 29%.Namun berbeda tipis terhadap kelompok yang memiliki pengeluaran 2-3 
juta sebanyak 32 orang atau 28% dari keseluruhan responden. Kemudian, disusul pada 
kelompok yang pengeluarannya berkisar 3-4 juta sebanyak 10 orang dan 6 orang atau 5% 
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Persepsi Masyarakat  terhadap  Penerapan  Sharia  Compliance  pada  Bank 
Syariah di Barabai 
Analisis Data dengan Uji Proporsi 
1.1 Penilaian Berdasarkan Laporan Keuangan 
Laporan keuangan merupakan salah satu instrument informasi yang dapat 
dipublikasikan  secara  umum,  sebagaimana  fungsi  laporan  keuangan  menurut Hosen 
(2011) yang menyebutkan bahwa fungsi laporan keuangan adalah bertujuan untuk 
menginformasikan kekuatan keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan secara 
faktual sehingga tercapai karakteristik sebuah laporan keuangan yaitu dapat dipahami, 
relevan, andal dan dapat dibandingkan. Berdasarkan pada penilaian terhadap laporan 
keuangan, dapat diketahui bahwa responden yang ragu terhadap penerapan sharia 
compliance pada sisi laporan keuangan sekitar 26%. Selanjutnya, 22% responden 
beranggapan kurang setuju dan tidak setuju bahwa laporan keuangan tersebut telah 
menerapkan sharia compliance secara jelas dan mudah dipahami. Sebaliknya, mayoritas 
responden yang setuju bahwa laporan keuangan bank syariah sesuai dengan sharia 
compliance sebanyak 52%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mikail dan 
Arifin (2013) yang menyebutkan bahwa penerapan sharia compliance perlu melalui 
pendekatan laporan keuangan dengan menjelaskan produk yang dipergunakan perbankan 
syariah. Demikian persepsi masyarakat terhadap penerapan sharia compliance pada bank 
syariah di Barabai berdasarkan laporan keuangan. 
 
1.2 Penilaian Berdasarkan Produk 
Produk perbankan syariah merupakan salah satu  gambaran sebuah perbankan 
syariah menerapkan sharia compliance. Berdasarkan pada penilaian terhadap produk, 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa produk bank syariah sesuai 
dengan prinsip syariah sekitar 55%. Namun responden yang ragu terhadap kejelasan 
produk yang sesuai dengan sharia compliance sekitar 22% dan 23% responden 
berpendapat kurang setuju dan tidak setuju. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Bank  
Indonesia  (2004)  yang  menyebutkan bahwa keraguan masyarakat dalam menggunakan 
produk perbankan syariah disebabkan kurangnya penerapan sharia compliance pada bank 
syariah. Selain itu, menurut penelitian Fada dan Wabekwa (2012) di Gombe menyatakan 
bahwa kurangnya sosialisasi terkait manfaat produk-produk yang ditawarkan kepada 
masyarakat menyebabkan persepsi masyarakat masih ragu untuk menggunakan produk 
perbankan syariah. 
 
1.3 Penilaian Berdasarkan Pelayanan 
Pelayanan menurut Kabir (2013) menyebutkan bahwa untuk memenuhi kepuasan 
pelanggan pada industri jasa, pelayanan sangat penting dikelola pada sebuah perusahaan. 
Oleh sebab itu, berdasarkan pada penilaian terhadap pelayanan, dapat diketahui bahwa 
responden yang ragu terhadap pelayanan bank syariah yang sesuai dengan sharia 
compliance  sekitar 22% dan 23% responden berpendapat kurang setuju dan tidak 
setuju. Sebaliknya, mayoritas responden yang setuju bahwa pelayanan bank syariah sesuai 
dengan prinsip syariah sekitar 55%. 
Sejalan dengan riset Ariani (2007) pada masyarakat Medan dan Wahab (2013) di 
Makassar memaparkan bahwa masyarakat muslim memilih bank syariah dikarenakan oleh 
pelayanannya yang baik. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin baik pelayanan yang 
diberikan dan sesuai dengan prinsip syariah maka masyarakat pun akan tertarik dengan 
pelayanan bank syariah tersebut. Terbukti dari penelitian Mahamad dan Tahir (2010) 
yang menyebutkan bahwa masyarakat memilih bank konvensional karena pelayanannya 
yang lebih cepat dan baik dibanding dengan bank syariah.  
 
1.4 Penilaian Berdasarkan Good Corporate Governance (GCG) 
GCG menjadi penting dalam sebuah perbankan disebabkan menurut Lewis 
dan Algaud (2001: 200) menyatakan bahwa Good Corporate Governance (GCG) penting 
dalam perusahaan karena terdapat pedoman dan arahan untuk mengendalikan suatu 
perusahaan. Berdasarkan penilaian terhadap GCG (tata kelolaan), dapat disimpulkan 
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bahwa mayoritas responden yang setuju bahwa GCG bank syariah sesuai dengan prinsip 
syariah sekitar 53%, namun responden yang ragu terhadap kejelasan GCG yang sesuai 
dengan sharia compliance sekitar 26% dan 21% responden berpendapat kurang setuju dan 
tidak setuju. Maka hal ini mengidentifikasikan bahwa jika GCG pada bank syariah sesuai 
dengan sharia compliance, maka akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank 
syariah. 
 Haltersebut sejalan dengan penelitian Wardayati  (2011) yang  menyebutkan bahwa   
pemenuhan prinsip syariah adalah hal yang terpenting untuk diterapkan karena jasa yang 
sesuai dengan syariah Islam pada bank syariah akan menambah kepercayaan masyarakat. 
Demikian persepsi masyarakat terhadap penerapan sharia compliance pada bank syariah 
di Barabai berdasarkan tata kelolaan perbankan syariah. 
 
1.5 Penilaian erdasarkan Lingkungan 
Adanya  keselarasan antara tuntutan  pelaporan  CSR  perbankan  syariah  dengan 
tuntunan syariah Islam yang mewajibkan seluruh makhluk menjaga lingkungan. Maka 
lingkungan menjadi salah satu pondasi untuk memperkuat penerapan sharia compliance di 
perbankan syariah. Dalam penelitian ini diketahui bahwa responden yang ragu-ragu 
mencapai kisaran 27%, selanjutnya 22% responden berpendapat kurang setuju dan tidak 
setuju terhadap kepedulian lingkungan bank syariah yang sesuai dengan  sharia  
compliance.  Sebaliknya, berbeda halnya dengan mayoritas responden yang setuju 
bahwa kepedulian lingkungan bank syariah sesuai dengan prinsip  syariah  mencapai     
sekitar  51%.  Hal  ini  mengidentifikasikan  bahwa pentingnya bank syariah memberikan 
kesadaran beragama dalam konteks bisnis terhadap lingkungan (Hanifa, 2002) yaitu 
dengan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. 
Oleh  karena  itu  menurut  Othman  dan  Thani  (2010)  menyebutkan  
bahwainformasi-informasi yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya dan 
program-program  yang  digunakan  untuk  melindungi  lingkungan  harus diungkapkan 
dalam laporan tahunan sehingga berguna sebagai bukti peduli lingkungan dari perbankan 
syariah kepada masyarakat. Demikian persepsi masyarakat terhadap penerapan sharia 
compliance pada bank syariah di Barabai berdasarkan kepedulian lingkungan bank syariah. 
 
Pembahasan Penilaian Persepsi 
Apabila dilihat secara kritis persepsi masyarakat terhadap penerapan sharia compliance 
pada bank syariah di kecamatan Barabai yang ditinjau dari penilaian laporan keuangan, 
produk, pelayanan, GCG dan kepedulian lingkungan bank syariah,  maka  hasil  rata-rata  
skor  dari  114  responden  adalah  3,39.  Penilaian persepsi dapat diketahui dengan 




Skor Rataan Keterangan 
1,00 – 1,80 Sangat Tidak Setuju, Sangat Tidak Sering, Sangat Tidak 
Sanggup, Sangat Tidak Mampu, Sangat Tidak Sesuai 
1,80 – 2,60 Tidak Setuju, Tidak Sering, Tidak Sanggup, Tidak 
Mampu, Tidak Sesuai 
2,60 – 3,40 Cukup Setuju, Cukup Sering, Cukup Sanggup, Cukup 
Mampu, Cukup Sesuai 
3,40 – 4,20 Setuju, Sering, Sanggup, Mampu, Sesuai 
4,20 – 5,00 Sangat Setuju, Sangat Sering, Sangat Sanggup, Sangat 
Mampu, Sangat Sesuai 
     Sumber: Umar, 2005 
 
Interpretasi untuk setiap posisi pada tabel 5 tersebut, kemudian dibandingkan 
dengan hasil skor rata-rata persepsi masyarakat sebesar 3,39 yang artinya netral atau cukup 
sesuai. Persepsi responden yang netral tersebut mengidentifikasikan bahwa  persepsi  
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masyarakat  terhadap  penerapan  sharia  compliance  pada  bank syariah di kecamatan 
Barabai cukup sesuai. Walaupun sebenarnya sebagian responden ada yang masih ragu-
ragu, menganggap kurang dan tidak setuju dengan penerapan  sharia  compliane  saat  ini  
apabila  dilihat  dari  penilaian  pada  setiap variabel  yang  dijelaskan  sebelumnya.  Hal  
ini  selaras  dengan  dengan  penelitian Wahab (2013) di Makassar dan Ariani (2007) di 
Medan yang menyebutkan bahwa persepsi masyarakat Makassar dan Medan terhadap Bank 
syariah beragam karena masyarakat memilih Bank Syariah berdasarkan referensi dan 
pelayanan. 
Selanjutnya, apabila dilihat kembali pada pokok-pokok hasil penelitian Bank 
Indonesia di wilayah Kalimantan Selatan (2005) menyatakan bahwa nasabah yang 
menggunakan  jasa  bank  syariah,  sebagian  memilih  berhenti  menjadi  nasabah antara 
lain disebabkan keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Apabila hal ini 
terjadi terus-menerus, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akansemakin 
menurun. Keberagaman persepsi tersebut selaras dengan Naser, Jamal dan Khatib (1999) 
yang menyatakan bahwa terdapat keberagaman persepsi masyarakat Jordan dalam 
menanggapi perbankan syariah. Namun yang menjadi tolak ukur masyarakat tersebut 
terhadap bank syariah adalah seberapa besar penerapan prinsip syariah di bank syariah 
tersebut sehingga hal tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi masyarakat Jordan. 
Oleh  karena  itu  dengan  perbedaan  persepsi  masyarakat tersebut,  maka 
menurut penelitian Nawaz di Eropa (2013) menyebutkan bahwa perbankan syariah perlu  
untuk  memperhatikan  pemahaman masyarakat  terkait  penerapan  syariah dalam  bisnis  
sehingga  masyarakat  dapat  mengaplikasikannya  dengan  tepat. Sehingga perbankan 
syariah tidak hanya terfokus pada perkembangan SDM dan operasional berbasis syariah 
Islam yang ada di perbankan syariah saja. Selain itu Nawaz (2013) mengusulkan bahwa 
perlu adanya konsep regulasi terkait penerapan sharia compliance yang lebih 
komprehensif dan terstandar. Dengan demikian pengaplikasian sharia complince di 
perbankan syariah akan lebih efektif dan terstandarisasi. 
Kembali pada pembahasan awal yaitu penyebab keberagaman persepsi 
masyarakat Barabai. Beberapa hal yang menyebabkan masyarakat di kecamatan 
keluargayang mana apabila semakin dewasa se 
memandang sebuah peryataan maupun argumentasi. Selain itu, perbedaan profesi dan 
pendidikan responden pun juga memicu keberagaman persepsi. Sehingga hal tersebut 
dapat dijadikan salah satu referensi untuk menilai persepsi masyarakat terhadap 
penerapan sharia compliance pada bank syariah. 
Dengan demikian berdasarkan persepsi dari demografi responden yang beragam 
dan tanggapan responden terhadap perbankan syariah yang hampir sama kuatnya, maka 
hal inilah yangmenyebabkan persepsi masyarakat menjadi netralatau berpandangan cukup 
sesuai terhadap penerapan sharia compliance pada bank syariah di kecamatan Barabai. 
 
5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan uraian-uraian dan hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi masyarakat terhadap penerapan sharia 
compliance pada bank syariahdi kecamatan Barabai netral (cukup sesuai) dengan uji 
proporsi sehingga memperoleh nilai rata-rata skor persepsi adalah 3,39. Hal ini terjadi  
disebabkan  latar  belakang  pandangan  dan  demografi  responden  yang berbeda dari 
aspek umur, status, pekerjaan dan pendidikan terakhir responden.Namun memiliki persepsi 
yang sama-sama kuat sehingga hasil uji proporsi berada pada posisi netral. 
Dari hasil studi empiris yang dilakukan, maka dibuat beberapa saran antara lain 
variabel-variabel tersebut dapat menjadi indikator untuk mengetahui persepsi masyarakat 
terhadap penerapan sharia compliance pada bank syariah khususnya di Barabai. Namun 
untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sharia compliance diperlukan 
sosialisasi dari berbagai pihak sehingga persepsi masyarakat menjadi lebih positif dalam 
memandang penerapan sharia compliance pada Bank syariah di kecamatan Barabai. 
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Selanjutnya, bagi peneliti yang berminat untuk mengkaji tentang persepsi masyarakat 
terhadap penerapan sharia compliance pada bank syariah dalam ruang lingkup yang 
berbeda, disarankan untuk meneliti dengan metode cluster atau  meneliti  pengaruh  
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